PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI BIDANG INDUSTRI KERAMIK by SILVANA LINDRY SUWU, 030810649 M
ABSTRAKSI 
 
Untuk mendorong perindustrian di Indonesia agar bisa bersaing dalam 
perdagangan nasional dan internasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU 
No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai jaminan untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan Rahasia 
Dagang sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum tersebut 
bisa memacu masyarakat untuk menghasilkan kreasi dan inovasi dalam pelbagai 
bidang industri.  Industri keramik merupakan suatu jenis usaha yang rumit karena 
di dalamnya terdapat nilai-nilai seni yang mengandalkan kreativitas manusia 
sehingga perlu dijaga kerahasiaannya karena dipandang memiliki nilai ekonomi 
sehingga mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Perlindungan 
terhadap Rahasia Dagang dapat diberikan kepada pemilik yang mengupayakan 
untuk menjaga kerahasiaan atas informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi 
seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) TRIPS dan Pasal 1 angka 1 UU 
No. 30 tahun 2000. Kerahasiaan informasi dalam industri keramik yang harus 
dijaga adalah Daftar Pelanggan, Biaya Produksi, Teknik Know-how dan Export 
Capability. Yang perlu dirahasiakan terkait dengan Daftar Pelanggan yaitu 
menyangkut omzet pelanggan, ukuran kebutuhan pasar, kemampuan membayar 
pelanggan dan tunggakan pembayaran. Dalam hal biaya produksi, yang perlu 
dirahasiakan yaitu sumber bahan baku, teknik pembakaran, tenaga manusia yang 
dibutuhkan, dan biaya listrik. Dalam teknik know-how diperlukan tenaga ahli yang 
mampu merahasiakan tentang flatness, precision, firing technical dan product 
design. Untuk penyelesaian sengketa rahasia dagang bisa ditempuh melalui 
Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pengaturan sanksi pidana pelanggaran 
Rahasia Dagang terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 30 tahun 2000. Dalam 
KUHP pelanggaran Rahasia Dagang bisa dikaitkan dengan Pasal 322 dan Pasal 
323 KUHP. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang  dengan 
sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran Rahasia Dagang baik berupa 
gugatan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang dianggap sebagai 
pelanggaran Rahasia Dagang (Pasal 11 UU No. 30 tahun 2000). Selain itu para 
pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa. 
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